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ABSTRAK 

 

Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaku negara hukum, Indonesia 

bertanggungjawab atas pemberian jaminan kesehatan untuk setiap warga negara 

yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28 H ayat (1) 

yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan, 

pasien memiliki ikatan yang erat dengan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, 

ikatan antara tenaga kesehatan dan pasien menimbulkan hubungan hukum. 

Hubungan hukum tersebut menjadikan antara pasien dan tenaga kesehatan 

memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak pasien telah diatur dalam Pasal 

32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 

menjabarkan 18 (delapan belas) hak pasien. Salah satu hak pasien adalah hak 

terhadap rekam medis yang berupa memperoleh privasi dan kerahasiaan penyakit 

termasuk data medis yang meliputi diagnosa, alternatif tindakan dan lain 

sebagainya.  Seiring perkembangan teknologi digital, rekam medis yang dulunya 

ditulis secara manual berinovasi menjadi rekam medis elektronik. Tetapi dalam 

perkembangannya masih mengalami kekurangan yaitu salah satunya fasilitas 

pelayanan kesehatan belum menyiapkan backup system dalam server sehingga 

dapat menyebabkan data rekam medis elektronik milik pasien menjadi hilang. 

Rumusan permasalahan yang diangkat pertama bagaimana pengaturan hukum 

positif di Indonesia terhadap rekam medis elektronik, kedua bagaimana 

perlindungan hukum hak pasien atas rekam medis eletronik yang hilang. Metode 

yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif yang 

mengkaji kaidah atau peraturan yang berlaku dan menitik beratkan pada segi 

hukum tentang rekam medis dan hal-hal yang berhubungan dengan  rekam medis 

elektronik. Kesimpulan pertama adalah : Segala petunjuk perihal rekam medis 

elektronik sudah diatur pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tetapi dirasa 

masih perlu dikaji ulang karena masih memiliki kekurangan. Kedua, langkah awal 

penyelesaian hilangnya rekam medis elektronik dapat dilakukan dengan 

melakukan mediasi dan pertanggungjawaban ketika rekam medis elektronik 

pasien hilang terdapat pada pasal 14 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang 

Rekam Medis  bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab 

atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang 

tidak berhak terhadap rekam medis. 
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